PUTUSAN
Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Psp
D)1
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah
menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:
PENGGUGAT ASLI, NIK , tempat/ tanggal lahir
Tormanyomba/ 18 November 1996, agama Islam,

pendidikan Sekolah Lanjut Tingkat Atas, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Tormanyomba, Desa
Bargot Topong, Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara, disebut sebagai
Penggugat;
melawan

TERGUGAT ASLI, NIK , tempat / tanggal lahir Sibulele/ 29

September 1997, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjut

Tingkat Atas, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa
Sibulele Muara (sebelah kolam perikanan), Kecamatan
Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi
Sumatera, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 September

2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan

telah mengajukanperkara dengan Nomor register 255/Pdt.G/2024/PA.Psp

pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2021, Penggugat dengan

Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai
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Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batang Angkola
sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor:

, tertanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA
Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan
Tergugat berstatus Jejaka;

3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugatdan Tergugat hidup bersama
sebagai suami-istri dan pertama kali bertempat tinggal di Desa Sibulele
Muara (sebelah kolam perikanan), Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten
Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara selama kurang lebih 6 (enam)
bulan dan terakhir tinggal di Dumai sejak tanggal 02 Maret 2024 antara
Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;

4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah
melakukanhubunganbadan sebagaimanalayaknyasuami istri (Ba'da
dukhul), namun belum dikaruniai anak;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan
rukun dan baik, akan tetapi sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara
Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang
terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

4.1 Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat;

4.2 Tergugatjuga seringringantangankepada Penggugat, misalnya
Tergugat menampar bagian muka Penggugat;

4.3 Tergugat juga lebih mendahulukan keluarga Penggugat dan selalu
bergantung kepada orang tua Penggugat;

4.4 Tergugat juga kurang menjalin hubungan yang beik dengan keluarga
Penggugat;

5 Bahwa puncak pertengkarandan perselisihanantara Penggugat dan
Tergugat terjadi pada tanggal 02 Maret 2024 disebabkan karena Tergugat
tetap saja masih sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat
dan Tergugat juga lebih mendahulukan keluarga Penggugat dan selalu
bergantung kepada orang tua Penggugat, sehingga masih tetap terjadi
percekcokan akhirnya antara Penggugat dan Tergugat, dan sejak itu pula
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antara Penggugatdan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai
dengan sekarang selama kurang lebih 6 (enam) bulan;

6 Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak
berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena
Tergugat sudah tidak mempunyaii'tikad baik lagi untuk menjalankan
kehidupan rumah tangga;

7 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai
kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama
Padangsidimpuaragar menjatuhkartalak Tergugat kepada Penggugat
dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin
tidak dapat lagi didamaikan;

8 Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua

Pengadilan Agama Padangsidimpuan untuk memeriksa dan mengadili perkara

ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan

putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkantalak satu ba’in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidair:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara
resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di
persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan
patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 255/Pdt.G/2024/PA.Psp, akan
tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil
atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu
halangan yang sah;
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Disclaimer

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar
sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil
karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun
2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena
Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat
gugatan Penggugat tertanggal 10 September 2024 yang setelah dibacakan
dalam persidangan tanggal 30 September 2024 Penggugat menyatakan tidak
ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadiepersidangan, dan
terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan
jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke
pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas naRENGGUGAT ASLI NIK --
tanggal 21 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Tapanuli Selatanbukti surat tersebut telah dicocokkan dan sesuai
dengan aslinya, bermeterai cukup dan dinazegelen yang selanjutnya
diberi tanda (bukti P-1);

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ,
tertanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Batang

Angkola,Kabupatenlapanuli Selatan yang telah dibubuhi meterai
secukupnyadan telah disesuaikandengan aslinya oleh Hakim dan
ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti ( P-2);
Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara
terpisah, yaitu:
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1. SAKSI | PENGGUGAT ASLI, tempat/tanggalahir -/14 Desember
1964,agama islam,pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir SMP,
bertempat tinggal di Dusun Tormanyomba,Desa Bargot Topong,
Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah ibu kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sudah menikah tahun 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa Sibulele Mdgaeapatan Batang
Angkolaselama = 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke
Dumai selama * 2 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang
terletak di Batangtoru selama 3 bulan dan setelah itu Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan
Penggugat lah yang pergi atas inisiatif sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya
suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat
dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan
hal itu diketahui saksi sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering ringan
tangan kepada Penggugat serta sering terjadi perbedaan pendapat
antara Penggugat dan Tergugat dan hal itu diketahui saksi berdasarkan
cerita dari Penggugat. Disamping itu penyebab lainnya adalah Tergugat
telah mengucapkan talak kepada Penggugat dan hal itu diketahui saksi
sendiri;

- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan + sejak 6 bulan terakhir
Penggugat danlergugat sudah pisahumah dan selama itdidak
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terjalin komunikasiyang baik bahkan keduanya sudahtidak lagi
saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati
Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali
akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT ASLI, tempat/tanggalahir -/12 November
1993,agama islam,pekerjaanwiraswasta, pendidikan terakhir SMA,
bertempat tinggal di Dusun Tormanyomba,Desa Bargot Topong,
Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan di bawah
sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah abang kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri
yang sudah menikah tahun 2021;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Tergugat di Desa Sibulele Mdgaeapatan Batang
Angkolaselama = 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke
Dumai selama = 2 tahun kemudian pindah ke rumah sendiri yang
terletak di Batangtoru selama 3 bulan dan setelah itu Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024 dan
Penggugat lah yang pergi atas inisiatif sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya
suami istri namun belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan
harmonis namun setelah itu sudah tidak harmonis karena Penggugat
dan Tergugat berselisih dan bertengkar dalam bentuk cekcok mulut dan
hal itu diketahui saksi sendiri;

- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering ringan
tangan kepada Penggugat serta sering terjadi perbedaan pendapat
antara Penggugat dan Tergugat dan hal itu diketahui saksi berdasarkan
cerita dari Penggugat. Disamping itu penyebab lainnya adalah Tergugat
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telah mengucapkan talak kepada Penggugat dan hal itu diketahui saksi
sendiri;

- Bahwa saksi tahu akibat peristiwa tersebut dan + sejak 6 bulan terakhir
Penggugat danlergugat sudah pisahumah dan selama itdidak
terjalin komunikasiyang baik bahkan keduanya sudahtidak lagi
saling menghiraukan dan memperdulikan;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan menasehati
Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali
akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik
bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi
bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu
yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan
Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal

40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama
sebagaimanadiubah dengan Undang-UndangNomor 3 tahun 2006 dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan
absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama
Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;
Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73
ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat
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bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan

sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan

berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang

dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Sipirok, sebagaimanabukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor

, tertanggal 03 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh KUA

Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan (bukti P-2)

merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg,
terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,
sehinggasuami dan istri memilikilegal standinguntuk bertindaksebagai
Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai
perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama
Padangsidimpuan;

Menimbang,bahwa Penggugatpada petitumprimairangka 2 (dua),
meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak
satu Ba'in shugra Tergugat kepada Penggugat, Hakim akan
mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil
sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan
ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan
patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak
datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat
dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa
tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar
bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil
dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat
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dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena
tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan
patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan

dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang
terdapat dalam kitab Maj’mu Zawaid wa Manbaul Fawaaid halaman 255 juz 4
yang berbunyi:

pi 3 W 2050 o5 2 Slo Momlos cilo (az cang LMo Jxb Jo

Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam
persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu,
maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan
menjadi petunjukdan menguatkanpersangkaanHakim bahwa Tergugat
mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian
(lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989
tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini
Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon
Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talakbsadiru shugra
Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering
marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering ringan
tangan kepada Penggugat, Tergugat juga terlebih dahulu mendahulukan
keluarga Tergugat dan terlalu bergantung dengan keluarga Tergugat serta
Tergugat juga kurang menjalin hubungan baik dengan keluarga Penggugat;
ANALISIS PEMBUKTIAN:
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Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH
Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,bahwa selanjutnyauntuk menguatkanatau meneguhkan
dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda
(P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-

1) alat bukti mana merupakan fotokopi dari akta otentik, sengaja dibuat sebagai
alat bukti, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan sesuai dengan
aslinya, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara
materilisinya menyatakanbenar tempattinggal Penggugatsebagaimana

tertera dalam surat gugatannya sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan
materil, oleh sebab itu alat bukti tertulis (P-1) dinilai telah memenuhi
persyaratan formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna
(volledig en bijdende), sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu dapat
dipertimbangkan;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi
Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakanakta otentikdan telah
bermeteraicukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebutmemuat
keterangan yang menguatkandan relevan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut
telah memenuhisyarat formil dan materiil serta mempunyaikekuatan
pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-buktitertulis Penggugat juga
mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan
sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal
134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila
telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan
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pertengkararitu dan setelah mendengarketeranganpihak keluargaserta
orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi
telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama
SAKSI | PENGGUGAT ASLI dan SAKSI I PENGGUGAT ASLI. SAKSI |
PENGGUGAT ASLI pada pokoknya menerangkanbahwa yang menjadi
penyebabperselisihandan pertengkarartersebutadalah karena Tergugat
sering ringan tangan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perbedaan pendapat serta Tergugat telah mengucapkantalak kepada
Penggugat. Sedangkan SAKSI Il PENGGUGAT ASLI menerangkan bahwa
yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena
Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat
sering terjadi perbedaan pendapat serta Tergugat telah mengucapkan talak
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa,disumpah dan
diperiksa secara terpisah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur
dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg dan Pasal 175 RBg serta Pasal 171
RBg;

Menimbang,bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahuipertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat dari pengakuan dan cerita dari Penggugat dan
orang lain serta bukan berdasarkanmelihat atau mendengarlangsung
(testimonium de auditu), namun keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut
saling berhubungan sepanjang pengetahuan saksi mengenai telah berpisahnya
antara Penggugatdan Tergugat dan kendatisaksi-saksi Penggugattidak
mengetahuipenyebab ketidakharmonisamumah tangga Penggugat dan
Tergugat secara langsung, akan tetapi saksi-saksi Penggugat tersebut
mengetahui akibat hukum (rechts gevoig) yaitu terjadinya perpisahan antara
Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya kesaksian yang demikian mempunyai
kekuatan hukum pembuktiandan dapat diterimasebagaimanadimaksud
Yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni
2005;
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Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat
tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri yaitu terkait
Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat dimana keterangan kedua
saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan
Penggugat,dan telah memenuhibatas minimalkesaksianoleh sebab itu
keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 308
dan 309 RBg;

FAKTA HUKUM:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan
dengan alat bukti surat serta keterangan2 (dua) orang saksi Penggugat
diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum
dikaruniai keturunan;

2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

3. Bahwa bentuk perselisihandan pertengkaranantara Penggugatdan
Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;

4. Bahwa penyebab perselisihatan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat adalah karena Tergugat sering ringan tangan kepada Penggugat,
Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan pendapat serta Tergugat
telah mengucapkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah = sejak
Maret 2024 atau = 6 bulan yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun
komunikasi yang baik layakngaami isteri bahkan Penggugatd a n
Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukandan saling
memperdulikan;

6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun
tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu
dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak
pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:
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Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat

dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah
sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut
dan kekerasanfisik, sehinggahal ini menunjukkarbahwa rumah tangga

Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri
serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga
dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah
tangga ideal yang diharapkan;

Menimbangbahwa hancur dan retaknyarumah tangga, merupakan
gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman
dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan
perkawinansepertimenggenggambara api dimanahal tersebutsebagai
suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah

pisah tempattinggal yang sudah tidak terbangunkomunikasiyang baik
layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbangbahwa berdasarkanketentuanhukum perkawinansuami
isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan
tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan
tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat
dibenarkan oleh hukum;

Menimbangbahwa hidup bersama merupakansalah satu tolok ukur
rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan
suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal
merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga
perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan
rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain
saling diam dan membisumenunjukkankomunikasiyang tidak harmonis,

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 255/Pdt.G/2024/PA.Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang
kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;
Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah

pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan
rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak
ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan
adanya pernikahan;

Menimbangbahwa nilai asasi yang harus diembaleh suami isteri
adalah memikul kewajiban yang luhur untukmenegakkanrumah tangga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan
berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa
dicapai jika suamiisteri menjalankankehidupanberumah tangga dengan
rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkdakta hukum dan analisis atas fakta
hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat
dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum dan fakta hukum tersebut di atas,
Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

PETITUM TERHADAP ANGKA 1:

Menimbang,bahwa untuk menjawab petitumangka 1 (satu) dalam
perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada
intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup
alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri
dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua
belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai
gugat maupun cerai talak yaitu:
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1. Adanya alasan terjadinyaperselisihandan pertengkararyang terus
menerus;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak
ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak
berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan
satu-persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang,bahwa untuk mempertimbangkaansur pertama,Hakim
perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya
perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan
sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah
terbukti adanya persilisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbangbahwa berdasarkanfakta hukum tersebutdi atas, telah
terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara
Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena “Tergugat sering ringan
tangan kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perbedaan
pendapat serta Tergugat telah mengucapkan talak kepada
Penggugat”,karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan
dalam hukum Islam disebut juga azzawMmjpksuroh atau dalam hukum
lainnya disebut broken marriage, yang dalam permasalahankeluarga
landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (phsysical cruelty),
akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (mental cruelty) yang
menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri maka sudah
dianggap terjadi broken marriage;

Menimbangbahwa berdasarkanpertimbangantersebutmaka Hakim
berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;
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Menimbangbahwa akibat dari perselisihandan pertengkaranyang
terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat
tinggal danselama pisah Penggugat dengafergugat sudahtidak saling
memperdulikan lagi;

Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang
sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama
tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut
adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuaHuarga yang rukun dan
harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak
ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbangbahwa berdasarkanpertimbangartersebutmaka Hakim
berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat
pada setiap persidangankepada Penggugatagar rukun kembali dengan
Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebutgagal. Begitu juga upaya
mendamaikan Pengugat dengan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil
karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang,bahwa berdasarkanpertimbangartersebutmaka Hakim
berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkdakta hukum dan analisis atas fakta
hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat
sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan
dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti
kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya,
tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya
penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan
mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah
tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan
oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan
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dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah

pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam

kitab At’'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalag halaman 208,

yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang

berbunyi:

Yo Vau pum M caile Ve o iy i Yo givus Milalis S galdyjmdle WoM o

wlzan Y oWo,, i Viezli 131 Il 1Y wlss Tus pi Yoz i Y cadoo NeMds Yjoms el Wio

e Wio,gMiilo 0 54555 Y8105 05 T s Y ewlS e Moy 3131 i Mo, Lolo Wslia, 5

Cuigol

Artinya: Islam telah menjadikan thalag sebagai hak dari suami, akan tetapi
agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada
suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan
kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada
menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila
telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim
untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan
dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom
Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim
sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

Jiud [] elis auulelol o [0 saifefiugols ol
Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan
menyengsarakandirinya dan barangsiapamenyusahkanseorang
muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan
kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada
istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada
suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil
alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fighu as Sunnah
Juz Il halaman 291 yang berbunyi:
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Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap
isteri (misal:memukulmencaci maki, berkata kasar, melakukan
perbuatanyang munkar seperti berjudi dan lain-lainnyasehingga
menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya
tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut
telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim
menetapkan jatuh talak satu ba’in”;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
yurisprudensi Mahkamah Agung Rl Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi
perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah
retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf
(f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara
Penggugatdan Tergugat seperti tersebutdiatas, Hakim yang memeriksa
perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan
kepastian hukum daripada meneruskanperkawinan.Bahkan meneruskan
perkawinandalam keadaan seperti tersebutdi atas dikhawatirkanakan
mendatangkanmudharatyang lebih besar bagi Penggugat sedangkan
kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fighiyah yang berbunyi:

VooMopl el adrgdbash s
Artinya :Mencegah kemudharatarharus didahulukandaripada mengambil
suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi
antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi
pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan
kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat
telah terbuktidan telah memenuhialasan perceraiansebagaimanayang
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ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu
gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 2:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar
Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak
satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat
(PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka
Hakim menyimpulkarbahwa cerai yang dijatuhkanoleh Tergugat kepada
Penggugat adalah talak satu ba’in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal
119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2
Penggugat dapat dikabulkan;

PETITUM TERHADAP ANGKA 3:

Menimbang, bahwa perkaesgquo termasuk bidang perkawinan maka
berdasarkanPasal 89 ayat (1) Undang-UndangNomor 7 tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang NoBtbtahun 2009 tentang
Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang
jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undanganyang
berlaku serta hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
Menjatuhkantalak satu ba’'in sughra Tergugat (TERGUGAT ASLI)
terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebankankepada Penggugatuntuk membayarbiaya perkara ini
sejumlah Rp 840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
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2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh
Aulia Rahman,Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 30 September

hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut

dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor,S.H sebagai Panitera serta dihadiri

oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc.

Panitera,

H. Muhammad Ansor,S.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNBP

2. Biaya Proses

3. Panggilan

4. PNBP Panggilan
5. Meterai

6. Redaksi
Jumlah

(delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
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